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bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajinan 
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja 
harus direviu oleh auditor Aparatur Pengawasan Intern 
Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk 
Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas kinerja KPU 
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Utara tentang 
Penetapan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas 
Kine{a KPU Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024. 
 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (l,embaga Negara Republik Indonesia Tahun 203 
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); Undang-Undalg Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355; 3. Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2O\7 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2Ol7 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umun menjadi Undang-Undang 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (l,embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1569); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilhan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 337); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2l Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2O2Om tentang T\rgas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 826); Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 549/Kpts/ Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman 
Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Surat Edaran Komisi 
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1839/Pw.02-
SD/10//2015 tentang Evaluasi Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 
Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024. 
 

 - Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi Internal 
Atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU 
Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 

CATATAN       : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 
Agustus 2025 
Lamp   : 1 hlm 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


